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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadian Agama Tembilahan yang maemenksa dan mengadii
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majels telah
membarikan Penstapan dalam perkars Pengesahan Nikah yang diajukan
Oleh |

umur 73 tahun, agama Islam, pekedaan
Petani, pendidikan S0, tempat tinggal di Jalan M. A Gani
RT 003 RW. 018 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagal “Pemahon 1,

. umur 56 tahun, agama islam, pekerasn ibu
Rumah Tangga, pendidikan S0, tempat tinggal di Jalan M
A Gant RT003 RW. 016 Kelwahan Tembilahan Kota
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragirt Hilr, sebagai
“Parmahon 11",
Pengadian Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara,
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksl;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pamohon | dan Pamohon Il dengan surat Permohonannya
tertanggal 22 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadiian
Agama Tambilahan dalam register parkamn Nomor
0015/Pdt P/2017/PA Toh, tanggal 23 Maret 2017 telah mengemukakan hal-
nal sebagal bertkut
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon If telah menikah pada han Sabty, 22
Mol 1982 atay 28 Rajab 1402 H yang diaksanakan & Desa Sungel
Luar, Kecamatan Batang Tuaks, Kab, Indragn hilr, Prov. Riay, o
hadapan Petuges Pencatat Nikah yang bemama M. IMRAN dengan
wall nikah yaltu ayah kandung Pemohon I UTUM GANAL dan
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disaksikan oleh gua orang saksi yang bemama
serts mahar berupa vang sejumiah Rp 50,000« (Lima Puluh

Ribu Rupiah);

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon | dan Pemohon It barstatus Duda
dan Janda

3. Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il bertempat tinggal
di Desa Sungal Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kab, Indragin hilir,
Prov. Risy, kemudian pindah o JI. M. A Gani, RT 00X/RW 015,
Kefurahan Tembiiahan Kota, Kecamatan Tembiahan, Kab. indragin
Hilk, Prov. Risu dan membing rumah tangga dengan sakinah
mawaddah warohmah sampal dengan sekarang dan telah o karumal 6

{anam) Orang anak yang bemama |

1 Umur 33 Tahun, Agama Islam, Jenis
kelamin Perempuan,

2) Umur 31 Tahun, Agama Isiam, Jenis
kalamin Laki-laki,

3) Umur 20 Tahun, Agama Isiam, Jenis
Kelamin Perempuasn,

4) Umuyr 27 Tahun, Agama lslam,
Junis kelamin Parempusn;

6) Umur 23 Tahun, Agama Istam,
Jonis Kelamin Parempuan,

a) Umur 8§ Tahun, Agama

Islam, Jonis Kelamin Laki-laki (anak tersebut telah meninggat duria)

4 Bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il menikah dan belum
peman berceral dan tdak pernah mendapat gugatan dan  pihak
manapun/masyarakat tentang keabsanan permikanan tersebut |

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon 1| belum pemah mendapatkan bukt
pemikahan / buku Kutipan Akta Nikah karens tdak ada dibedkan oleh
pegawal Pencatat Nikah [ KUA kepada Pemohon | dan Pamohon i,
kirana Pemohon | dan Pemohon I idek penah meminta dan sekarang
it telah menelusurt ke KUA kecamatan Batang Tuaks, Kab Indragin
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Hilir, Prov. Riau, temyata buku perikahan / akta nikan permikahan
Pamonon | dan Pemohon |l sudah tidak ada lag!,

6. Bahwa pada saat ini Pemohon | dan Pemohon If sangat membutuhkan
penetepan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagal bukti nikah
Pemohon | dan Pemohon Il dan juga untuk keperuan membuat akta
kelahiran Pemohon | dan Pemohon 1l untuk memenubi salah sty
persyaratan menunakan ibadah hag

7. Bahwa Pemohon sanggup memblayal seluruh biya yang imbul dalam
perkaca in .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon | dan Pemohon Il
bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis
Hakim untuk  memprosesnys dalam parsidangan dengan manjatubkan

panatapan sebagal berikut |
1 Mengabulkan permohon dan Pemohon | dan Pemohon |l untuk
selurubnys
2 Manatapkan sah pamikahan Pemohon
| dengan Pemohon I | ) o

Desa Sungsl Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kab, Indragii hilir,
Prov. Risu, di hadapan Petugas Pencatal Nikah yang bernama M
IMRAN dengan wall niksh yaitu aysh kandung Pemahon | UTUH
GANAL dan disaksikan oleh dus orang saksi yang bermama JAKFAR
dan ABD. SAMAD serta mahar berupa uang sejumiah Rp 50,000 -
(Lima Pulub Ribu Rupiah), -

3 Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatist
pemikahannys di Kantor Urusan Agama (KUA kecamatan Batang
Tuaka, Kabupaten Indragin Hilir, Prov. Riau |

4 Menetapkan baya perkara sesunl dengan peraturan yang beraku

Atay

Jika Mahs Hakim berpendapat lmn, mohon Kiranys membankan

putusen yang seadil-adiinya (ex aequa ot bona),

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkars i,
Jurusita Pengadian Agama Tembiahan telah mengumumkan permohonsn
Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Pangaditan Agama
Tembitahan selama 14 han sejak han sidang dietapkan namun selama
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Mass 1enggang waklu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan
Kabaratan ke Pangaditan Agama Tembilahan,

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Para Pemohon tetah datang menghadap sendin di muka persidangan,

Banwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap
dipactahiankan oleh paca Pemohon,

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah
menghadapkan 2 orang saksi masing-masing bemama:
1 . sabogai saudara kandung Pemohon

i1, pada pokoknys menerangkan hal-hal sebagat berikut.

« Bahwa saksl by karena hadic pada saat permikahan Pemohon |
dan Pemohon I,

« Bahwa perikahan Pamohon | dan Pemohon Il telah mentkeh Kira.
kiri tahun 1982 di hadapan PAN Desa Sungal Luar wilayah PPN
KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragint Hilic yang
bemama M IMRAN,

« Banwa yang menjadi wal parmikahan tersebul adaian ayah kanaung
Pemohon 1l namun pada saat jab kabul wall nikah Pemohon I
berwakil wall kepada M. IMRAN patugas PIN;

« Bahwa yang menjadl saksi pernikatan tersetit adalah saksl sendin
Abdul Samad dan Jakfar dan mahamya berupa uang sebesar Rp,
§.000 - (ima nbu rupiah),

« Bahwa ketka menikah status Pemohon | duda cersl mat dan
Pamohon Il jandas ceral mati,

-~ Bahwa antara Pamohon | dan Pemohon 1 bdak pemah bercers),

- Bahwa Pamohon | tidak mempunyal istri lagt selain Pemohon i,

+ Bahwa antars Pemohon | dan Pemohon || tidak ada hubungan derah
dan hubungan SusUan

« Bahwa Pemohon | dan Pemohon 1l sudah kumpul sebagaimana
inyaknya suami-istn setelah manikah dan telah diksrunia enam
orang ansk;

« Bahwa selama Femonon | dan Pemonon Il menkah tidak ada protes
dan masyarakat dan pinak manspun,
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- Bahwa Pemohon | dan Pemohon [I mengajukan permohonan
pangesahan nikah karena parnikahannya tidak tercatat o KUA dan
sangat memariukan bukt sahnya pernikahan untuk melengkap
pensyaratan agministrasi menunaikan ibadan haji,

2. sebagn letangga sepupu Pemohon | pada

pokoknya menerangkan hal-hal sebaga berkut

< Bahwa saks! tahy karona hadie pada sant pernikahan Pemohon |
dan Pemohon I,

« Bahwa pemikahan Pemohon | dan Pemohon | telah menikah kirs-
kire tahun 1982 o hadapan PIN Desa Sungal Luar wiayah PPN
KUA Kecamatan Batang Tuaks Kabupaten Indragid Milie yang
bemama M. IMRAN,

Bahwa yang menjadi wall parnikahan tersebut adalah ayah kandung

Pamohon || namun pada saat jab kabul wall nikah Pamohon il

berwakil wall kepada M, IMRAN potugas PN,

- Bahwa yang menjadi saksi pamikahan tersebut adalah saksi sendie
Abdul Samad dan Jakfar dan mahamyas berups uang sebesar Rp
5,000~ (Hma by ruplah);

« Bahwa ketika menikah status Pemohon | duds cersl mati dan
Pamohon I janda cera mati,

« Bahwa antara Pemohon | dan Pamohon Il idak pernah berceral,

- Bahwa Pamohon | tidak mempunyal istrt lagl selain Pemohon 1,

« Bahwa antars Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah
dan hubungan susuan,

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon | sudah kumpul sebagaimana
lsyaknys suami-siii setelah manikah dan telah dikarunisi enam
Orang Anek;

« Bahwa selama Pemohon | dan Pamaohon || menikah tidak ada protes
dan masyarakat dan pihak manapun,

« Bahwa Pemohon | dan Pemohon 1| mengajukan permohonan
pangesahan nikan karena pemikanannys Baak tercatat o KUA dan
sangal mamenukan bukl  sahnys permikanan untuk  melengkapl
POrsyaratan administrast menunaiken ibadah hayi;
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Bahwa Pamohon telah menyampalkan kesimpulan banhwa tetap pada
parmohonannyl, dan mohon keputusan,

Bahwa untuk mempensingkat uraian penetapan ini telsh  ditunjuk
kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemecdksasn
POKATE i,

PERTIMBANGAN HUKUM

Manimbang, babwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohaon Il adalah sebagaimana telah diuralkan o ates,

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah
diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan
selama 14 har, hal inl telah sesual dengan ketentuan Pedoman Teknis
Admiristrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku H- Edisi tahun 2009,
Mankamah Agung RI. namun pihak yang merasa dirugikan oleh
permohonan tersebut tdak ada, maka Majelis Makim berpendapat bahwa
perkars tersebut dapat dilanjutkan pemaernksaannya,

Menimbang, bahwa yang maenjadi alasan pokok diajukan parmohonan
Pengesahan Nikah ini adalsh karena pernikahan Pemohon | dengan
Pamation Il yang dilangsungkan pada tanggel 22 Mei 1982 di wilayah PPN
KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragirl Milie akan tetapl baak
tercatat di KUA Kecamatan tersebut, sehingga pada saat ini Pamohon |
dan Pemohon Il tidak punya buktl yang berkekuatan hukum tentang telah
teradinys  pernikahan  Pemohon | dengan Pemohon 1, sedengkan
Pamonon | dan Pemohon Il sast int memeriukan Surat (Bukt) Nikah
sebagal syarat administrasi untuk menunakan ibadah haji, oleh karenanya
Pemohon | dan Pemohon Il memohon kepada Pengadiian Agama
Tembilahan untuk menyatskan pemikahan Pemohon | dan Pemohon il
adalah san;

Menimbang, bahwa dert dalil-dall Pemonon | dan Pemohon H di atas
yang dikuatkan oleh bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, ditemukan fakta
yang dapat disimpulkan sabagal berkut .

Bahwa tolah tenadi parnikahan antars Pemohon | dengan Pamohon 1
yang telah memenubl syarat dan rukun nikah menurut hukum agama
Islam, yang dilangsungkan di wilayah PPN KUA Kecamatan Batang
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Tuaka Kabupaten Indragiri Milr pada tanggal 22 Mei 1982, aken tetapi
pamikanan tersebut tdak tercatat di KUA tersebut:

Bahwa Pemohon | dan Pemohon memernukan bukti yang berkekuatan
hukum  tentang telah tenadinya permikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il untuk dyadikan pegangan dan jugs sebaga syarat
ROMinStras! untuk menunakan ibadah hajl, oleh karenanya Pemohon |
dan Pamohon I memohon kepada Pengadilan Agama Tembilahan
untuk menyatakan pecrikahan Pamohon | dan Pamohon || adalah sah,

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut  Majehs  Makim
membenkan perimbangan lebih lanjut sebags bedkut

Menimbang, bahwa terbukti permikahan antaca Pemohon | dengan
Pamohon || telsh menenuhi syarat dan rukun menurut hukum sgama Islam
dan memenuhl ketentuan pasal 14 Kompilast Hukum islam, sehingga
dengan demikian permikahan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2
ayat 1 Undang Nomor 1 tahun 1974,

Menimbang, bahwa terbukll pula bahwa permikahan FPemobon |
dengan Pemohon | tidak mempunyal halangan pemikahan menurt
Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada keraguan sah atau
Hchaknys salah satu syarat parkawinan,

Menimbang, bahwi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di ates,
Majolis Hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan nikah (itsbat
nikah) inl telah memenuhi ketentuan pasal 7 angka (3) hurdt (¢} dan (e)
Kompilasi Hukum Istam, dan temyate Para Pemohon telah  dapst
membuktikan dalil-dall parmohonaniys,

Menimbang. babwa oleh Kerena para  Pemobon  telah  dapat
maembuktikan dalll permohonannys maka permohonan Pemohon | dan
Peamohon Il sudah sepatutnya dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon | dan
Pemonon 1| telah terbuktl dan telah dikabulkan maka untuk memenuhi
ketentuan Pasal § Kompilasi Mukum Islam jo Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maks Majelis
Hakim pery  memenntahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk
mencatatkan perkawinannys & Kamor Urusan Aghma Kecamatan tempat
tinggel Pemohon | dan Peamohon i
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Menimbang, babhwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesunt Pasal B9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988, yang telah
diubah umuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2000, maka semun biaya perkara harus dibebankan kepada Pamohon |
dan Pamaohon I

Memperhatikan segals ketentuan hukum yang beraku dan berkaitan
dongan perkara in;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon I,
2. Manyatakan sah perkawinan antara

dengan yang dilaksanakan pada
tanggal 22 Mel 1082 o wilayah PPN KUA Kecamatan Batang Tuska
Kabupaten Indragin Hilir,

3 Memenntahkan Pemohon | dan Pamohon 1| untuk mencatatkan
parkawinannya tersetiut pada PPN KUA Kecamatan Tembliahan
Kabupaten Indeagin Hilir,

4 Membebankan kepada Pamohon | dan Pemohon 1 untuk membayar
biaya perkara sejumiah Rp. 301000 (tga ratus sembilan puluh
Sty Nbu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tembilshan pada han Selasa tanggs 06 Me
2017 Masehi bettepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Mijryyah
Penetapan mana pada har ity juge diucapkan dalam sideng terbuka untuk
umurm, oleh kame Dra. MULIYAMAK, MM sebagal Makim Ketua Majells,
dengan YENI KURNIATI, § M1 serta RIKI DERMAWAN, SH1 masing-
masing sebsgai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AMIR JAYA S HI,
sobagal Panitera Pengganti dan dihadid oleh Pemohon | dan Pemohon 11,

Dra. MULIYAMAH, MH,
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M( | %ﬂb/"
YENI KURNIATI, S.H.I. RIKI DERMAWAN, S.H.l.
Panitera Pengganti,
s ™
AMIR JAYA, S.H.L
Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran; = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses; = Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan; = Rp 300.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai, = Rp. 6.000.-
Jumliah = Rp 381.000.-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 9
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



